SALINAN

PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara
Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat internasional melakukan hubungan dan
kerja sama internasional yang diwujudkan dalam
perjanjian internasional;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan
informasi, selain mempunyai dampak positif juga
mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak
pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi
suatu negara, sehingga penanggulangan dan
pemberantasannya memerlukan kerja sama
antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral
maupun multilateral;

c. bahwa . ..
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bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang
hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik India, pada tanggal 25 Januari
2011 di New Delhi telah ditandatangani Perjanjian
mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik
India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana (Treaty between the Republic of
Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters);

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4607);

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL
BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik
dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of
Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) yang ditandatangani
pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi yang salinan
naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Hindi,
dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya




PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK INDIA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS)

UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah
Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional
melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang
diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di
bidang  transportasi, komunikasi, dan  informasi  telah
mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas
sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan
barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan
cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan
dampak yang signifikan pada lintas batas negara, selain mempunyai
dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya
tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu
negara sehingga  penanggulangan dan  pemberantasannya
memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat
bilateral maupun multilateral.

Dengan . . .
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Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik India, khususnya di bidang
ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik
kedua belah pihak maka diperlukan kerja sama yang efektif di
bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula
penelusuran, pemblokiran, perampasan, atau penyitaan hasil dan
sarana tindak pidana melalui bantuan hukum timbal balik dalam
masalah pidana.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik India telah sepakat
mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam
masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari
2011 di New Delhi.

Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk
lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan
dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat
transnasional. Oleh karena itu, perjanjian bantuan hukum timbal
balik dalam masalah pidana ini harus memperhatikan prinsip-
prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada
asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum,
kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Republik India mengenai Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam Masalah Pidana tersebut, antara lain:

1. Bantuan hukum timbal balik dapat terdiri atas:
a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
b. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk
mengupayakan kehadiran orang;
c. penyediaan informasi, dokumen, dan catatan;
d. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;

e. penggeledahan . . .
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e. penggeledahan dan penyitaan;

pengambilan barang bukti dan keterangan,;

g. mengizinkan kehadiran orang dari Negara Peminta pada saat
pelaksanaan permintaan bantuan;

h. menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan
kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan,
persidangan atau proses perkara pidana lainnya di Negara
Peminta;

i. memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang
yang melakukan penyidikan;

j. melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran,
pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-
hasil dan/atau sarana-sarana tindak pidana; dan

k. setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan
hukum Negara Diminta.

=h

. Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan
hukum timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun
pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum dilakukannya
Perjanjian ini.

. Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan,
penuntutan, persidangan, atau proses hukum terkait tindak
pidana perpajakan, bea cukai dan pengawasan valuta asing atau
setiap masalah penghasilan lainnya.

. Perjanjian ini hanya berlaku untuk bantuan hukum timbal balik
antara Para Pihak, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini
tidak boleh memberikan hak apapun kepada perseorangan
untuk memperoleh, menolak, atau menghalangi pelaksanaan
permintaan bantuan dimaksud.

. Pengecualian
a. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap:
1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan
ekstradisi orang tersebut;

2) pemindahan . . .
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2) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan
3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.

b. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak
untuk melakukan di wilayah Pihak lainnya penerapan
yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki secara
eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain menurut hukum
nasionalnya.

6. Otoritas Pusat
Otoritas Pusat yang akan memproses permintaan bantuan
hukum timbal balik, dari Republik Indonesia adalah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Republik India adalah
Kementerian Dalam Negeri.

7. Penolakan Bantuan
a. Alasan wajib
1) Permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan apabila:

a) menurut pandangan Negara Diminta, pelaksanaan
permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan,
keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum;

b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana
tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau
diampuni;

c) Negara Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini
bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik
diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau
menghukum orang yang diminta berdasarkan ras,
agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik,
atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak
adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan
tersebut;

d) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan
bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan
dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum
dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari
Negara Diminta;

e) Negara . . .
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e) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk
pengembalian  bukti-bukti yang telah diperoleh
berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai
Perjanjian ini;

f) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya
diatur dalam hukum militer, dan bukan merupakan
tindak pidana dalam hukum pidana umum; dan

g) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang
bersifat politik.

2) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak
termasuk sebagai tindak pidana politik:

a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara
atau Kepala Pemerintahan atau keluarga terdekatnya;

b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional
dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi
Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk
memberikan bantuan hukum timbal balik dalam
masalah pidana;

c) tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan
terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Negara
Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;

d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan
setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau
turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang
melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak
pidana tersebut.

3) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berat terhadap
badan, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermotif
politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik.

b. Alasan sukarela

Permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan apabila:

1) pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat
mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang
tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Negara
Diminta;

2) permintaan . . .
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2) permintaan untuk pemblokiran, perampasan atau
penyitaan hasil-hasil tindak pidana atau penyitaan
terhadap harta benda terkait suatu perbuatan/tindakan
yang tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan
pemblokiran, perampasan atau penyitaan di Negara
Diminta; dan

3) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan
ataupun penghukuman terhadap seseorang yang
berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan
sebagai dasar wuntuk menolak berdasarkan hukum
nasional Negara Diminta.

c. Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan

kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak
pidana tersebut juga dianggap berkaitan masalah fiskal.

8. Pelaksanaan Permintaan

a.

permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai
dengan hukum nasional Negara Diminta dan dengan cara
yang dikehendaki oleh Negara Peminta;

. Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan,

memberitahukan Negara Peminta mengenai tanggal dan
tempat pelaksanaan permintaan bantuan;

bantuan dapat ditunda oleh Negara Diminta jika pelaksanaan
bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau
penuntutan yang sedang berjalan di Negara Diminta;

. Negara Diminta harus segera memberitahukan Negara

Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi
keseluruhan atau sebagian permintaan bantuan, atau
menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan
alasan-alasan keputusan dimaksud,;

sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum
menunda pelaksanaan permintaan, Negara Diminta harus
mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan
sesuai syarat-syarat yang dipandang perlu. Apabila Negara
Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan syarat-
syarat tersebut, Negara Peminta harus mematuhinya.

9. Pemberlakuan . . .
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9. Pemberlakuan dan Pengakhiran

a. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya
pemberitahuan pemberlakuan yang lebih akhir;

b. salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat
dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya
melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah
6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai
pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak
akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal
balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran
Perjanjian ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5514



REPUBLIK INDODNESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK INDIA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India (selanjutnya
disebut sebagai Para Pihak);

Mangingat hubungan bersahabat yang telah terjalin antara kedua negara;

Berkeinginan untuk meningkalkan kerjasama yang erat dalam bidang penyidikan
dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran,
perampasan atau penyitaan hasi-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, melalui
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagal berkut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Fara Fihak harus, sesuai dengan kestentuan-ketentuan dalam Peranjian
ini dan berdasarkan hukum nasionalnya, seluas-luasnya saling
membearikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Untuk tujuan Pernanjian ini, baniuan hukum timbal balik dalam masalah
pidana berarti setiap bantuan yang diberikan oleh Negara Diminta
berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses
hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana. yang pads saat
parmintaan bantuan diagjukan, berada di dalam yurisdiksi Negara Peminta

Bantuan hukum timbal balk dapat terdin atas:

{a) pencarian dan pengidentifikasian arang-orang dan barang-barang;

(o) penyampaian dokumen, ltermasuk dokumen untuk mengupayakan
kehadiran orang-orang;

(c) penyediaan informasi, dokumen-dokumen dan catatan-catatan:




(d} penyediaan barang-barang. termasuk peminjaman barang-barang
bukti:

(@) penggeiedahan dan panyilaan;
if} pengambilan barang bukli dan keterangan;

(g} mengizinkan kehadiran crang-orang darl Negara Peminta pada saat
palaksanaan permintaan bantuan;

(h) menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau
membaniu penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses perkara
pidana lainnya di Megara Peminta;

(i) memfasilitasl kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang yang
melakukan panyidikan;

(j) melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran, pembekuan,
penyilaan, perampasan dan pengsmbalian hasil-hasil dan atau
garana-sarana tindak pidana; dan

(k) satiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum
Negara Diminta.

Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal
balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana
yang ditakukan sebelum beriakunya Parjanjian ini.

Bantuan juga dapat dibsrikan dalam kaitan dengan penyidikan,
penuntutan, persidangan atau proses hukum terkait tindak pidana
perpajakan, bed cukai dan pengawasan valuta asing atau setlap masalah
penghasilan leinnya.

Perjanjlan inl hanya berlaku wuntuk bantuan hukum timbal balik antara
Para Pihak Ketentuanketentuan dalam Perjanjian inl tidak boleh
mamberikan hak apa pun kepada perseorangan untuk memperoleh,
menolak atau mengenyampingkan bukti-bukti, atau menghalangi
pelaksanaan permintaan bantuan dimaksud

PASAL 2
PENGECUALIAN

Ferjanjian ini tidak berlaku terhadap:

[a) penangkapan atau penahanan orang unfuk fujuan ekstradisi orang
tersebut;

(b} pemindahan terpidana untuk manjalani hukuman: dan




(e} pemindahan proges hukum dalam masalah pidana:

Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah saiu Pihak untuk
melakukan di wilayah Pihak lainnya penerapan yurisdiksi dan
pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki secara ekskiusii oleh lembaga
berwenang Pihak lain menumut hukum nasionainya.

PASAL 3
OTORITAS PUSAT

Masing-masing Pihak barus menunjuk otoritas pusat untuk tujuan
pelaksanaan Perjanjian ini.

Untuk Pemerintah Republik Indopesia, Otoritas  Pusat  adalah
Kemenieran Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Pemerintah
Republik India adalah Kementerian Dalam Negen.

Permintaan bantuan dan seluruh komunikasi yang terkait akan dikifimkan
melalui saluran diplomatik atau secara langsung melalul Otortas Pusat
dari salah satu Fihak kepada Otoritas Pusat Pihak lainnya apabila
diperukan,

PASAL 4
ISI PERMINTAAN

Dalam sefiap parkara, pemintaan bantuan harus mencantumkarn:

(a) nama lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan
atau persidangan pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

(b} sifat penyidikan, penuntutan atau proses perkara lainnya, dan
termasuk rangkuman fakla-fakla dan salinan peraturan perundang-
undangan yang diterapkan:

(c) tujuan dari permintaan dan jenis bantuan yang dimintakan;

(d) uraian tentang sifat masalah pidana dan status terkini, serta
pernyataan yang menjelasksn rangkuman fakta-fakta dan ketentusn
hukum yang terkait, termasuk ancaman hukuman maksimal terhadap
tindak pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

(2} tingkat kerahasiaan yang diperlukan baserta alasan-alasannya;

(f) batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi permintaan lersebut;
dan




(@) informasi atau tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan
berdasarkan hukum nasional MNegara Diminta atau hal lain yang
diperiukan untuk melaksanakan permintaan tersebut secara layak.

Dalam hal-hal berikut, permintaan bantuan harus memuat:

(@) dalam hal permintaan unfuk pengambilan barang  bukt,
penggeledahan dan penyitaan, penelusuran, pembekuan, penyitaan
dan perampasan hasi-hasii dan sarana-sarana tindak pidana,
pernyataan yang memuat Informasi atau petunjuk-petunjuk lzinnya
yang menjelaskan keberadaan hasi-hasil dan atau sarana-sarana
tindak pidana di yurisdiksi Negara Diminta; dan

{b) dalam hal menghadirkan orang yang ditahan, keterangan tentang
orang atau jabatan orang yang akan bertanggung jawab untuk
menahan salama proses pemindahan, lokasi dimans tahanan akan
dipindahkan dan kemungkinan tanggal kembalinya tahanan
dimalksid.

Apabila diperiukan, dan dimungkinkan, permintaan bantuan harus
memuat pula;

(a} identitas, kewarganegaraan dan lokasi orang atau orang-crang yang
menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana:

{b) rincian prosedur atau persyaratan tertentu apapun yang dikehendaki

oleh Negara Peminta untuk dipenuhi beserta alasan-alesannya;

{c) dalam hal permintaan untuk mengambil bukti dari sesecrang, indikasi
tentang apakah periu keterangan di bawah sumpah atau pernyataan
yang diakui kebenarannya, dan uraian tentang hal-hal pokok yang
terkait dengan bukti atau pemyataan yang diminta; dan

(d) penjelasan mengenal dokumen-dokumen, catatan-catatan, stau
barang-barang bukii yang dimintakan.

Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang dibesdkan tidak
mencukupl untuk melaksanakan permintaan tersebut, Negara Diminta
dapat meminta informasi tambahan agar permintaan dapat diaksanakan.

Permintaan bantuan harus disampaikan secara tertulis, Namun, dalam
keadaan mendesak atau apebila diperkenankan oleh Megara Diminta,
parmintaan dapat disampaiken secara lisan namun kemudian harus
segera ditegaskan kembal secara tertulis.




PASAL §
PENOLAKAN BANTUAN

ALASAN WAJIB

p

Permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan apabila;

{a) Menurut pandangan MNegara ODiminta, pelsksanaan permintaan
dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan ketertiban
umum, atau kepentingan umum,

{b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka
telzh dinyatakan fidak bersalah atau diampuni:

(¢) Negara Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa
permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk
menuntut atau menghukum crang yang diminta berdasarkan ras,
agama, kewarganegarsan, suku, pandangan politik, atau orang
tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses
peradilannya dengan alasan-alasan tersebut,

{d) Negara Peminta tidak dapat memberikan jJaminan bshwa bantuan
yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selsin yang
tercantum dalam permintaan tanpa persetiiuan sebelumnya dari
Negara Diminta;

(e) Negara Peminta fidak dapat memberikan jaminan  untuk
pengembalian bukti-bukt  vang telsh dipercieh berdasarkan
parmintaan bantuan hukum sesual Perjanjian ini;

(f} permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur daiam
hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum
pidana umum;

|g) permintaan berkaltan dengan tindak pidana yang bersifat politik.

Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut fidak termasuk sebagai
tindak pidana politik:

(@) tindak pidana terhadap nyawa atau din Kepala Negara atau Kepals
Pemerintahan atau keluarga terdekatnya;

(b) tindak pidana berdasarkan kenvensi intemasional dimana Para Pihak
memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi
tersebut, untuk memberikan bantwan hukum tmbal balik dalam
masaish pidana;

(c) indak pidana yang pada sast permintaan digjukan terkait dengan
terorisme berdasarkan hukum Mégara Diminta, tidak dianggap
sebagal tndak pidana politic




(d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak
pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam
pembantuan kepada sesecrang yang melakukan atau mancoba untuk
malakukan tindak pidana tersebut

Menurut Perjanjian ini, findak pidana berat terhadap badan, orang, nyawa
dan harta benda, walaupun bermolif politik, tidak akan dianggap sebaga
tindak pidana politik.

ALASAN SUKARELA

4.

Permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan apabila:

(a} pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam
keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berzda di dalam
atau di luar wilayah Negara Diminta;

(b} permintaan untuk pembiokiran, perampasan atau penyitaan hasi-
hasil tindak pidana atau penyitaan terhadap hana benda terkait sustu
perbuatanfindakan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan
pemblokiran, perampasan atau penyitaan di Negara Diminta:

(¢) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan  ataupun
penghukuman ferhadap sesecrang yang berkenaan dengan suatiy
alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak
berdasarkan hukum nasional Megara Diminta.

Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan kershasizan
bank stau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga
dianggap berkaitan masalah fiskal.

PASAL &
PELAKSANAAN PERMINTAAN

Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum
nasional Negara Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Negara
Peminta.

Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahukan Negara
Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan

Bantuan dapat ditunda oleh MNegara Diminta jika pelaksanaan bantuan
dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau penuntutan yang sedang
berjalan di Negara Diminta.

Negara Diminta harus segera memberitahukan Negara Peminta
mengenal kepulusannya uniuk fidak memenuhi keseluruhan atau




sebagian permintaan bantuan, atau menunda pelaksanasn bantuan, dan
harus menyampaikan alasan-alasan keputusan dimaksud.

Sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sabelum menunda
pelaksanaan permintaan, Megars Diminta harus memperimbangkan
apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai syarat-syarat yang
dipandang perlu. Apabila MNegars Peminta setuuy menerima baniuan
sesual  dengan syarat-syarat tersebut, Negara Pemints harus
mematubinya,

PASAL 7
PENYAMPAIAN DOKUMEN-DOKUMEN

Megara Ciminta harus melaksanakan permintaan untuk menyampaikan
dokumen-dokumen vang dikiimkan kepadanya untuk  tujuan
penyampaian dokumen-dekumen tersebut cleh Negara Peminta.

Megara Peminta harus menginmkan permintaan untuk penyampalan
dokumen mengenai langgapan etau kehadiran di Negara Peminta dalam
waklu yang layak, sebelurn tanggapan atau kehadiran yang telah
dijadwalkan.

Negara Diminta harus menyampaikan kepada Negara Peminta buki
penyampaian dokumen. Jika panyampaian dokumen tidak dapat
dilaksanakan, Megara Paminta harus dibertahukan alasan-alasannya,

EASAL 8
PEMBERIAN INFORMASI, DOKUMEN-DOKUMEN, CATATAN-CATATAN
DAN BARANG-BARANG

Megara Diminta harus, berdasarkan permintzan, menyediakan kepada
Megara Peminta sallnan informasi, dokumen-dokumen dan catatan-
catatan pemerintah, kementerian dan badan-badan pemerintahan lainnya
yang terbuka untuk publik,

Megara Diminta dapat, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada
Megara Peminta seliap informasi. dokumen-dokumen, catatan-catatan
dan barang-barang lainnya yang berada dalam penguasaan pemerintah,
kementerian atau badan-badan pemerintahan lainnya, tetapl tidak terbuks
untuk pubiik, sepanjang dimungkinkan dan sesuai persyaratan yang sama
sebagaimana hal-hal tersebut dapat tersedia untuk badan-badan penegak
hukum dan lembaga peradilan Megara Diminta.

Megara Diminta dapat menyediakan salinan resmi dokumen catalan-
catatan, kecuali Negera Peminta secara jelas meminta dokumen-
dokumen yang asli.




Dokumen-dokumen, catatan-catatan, atau barang-barang asii yang telah
diberikan kepada MNegara Peminta harus dikembalikan kepada Negara
Diminta sesegera mungkin berdasarkan permintaan,

Sepanjang fidak ddarang oleh hukum Megars Diminta, dokumen-
dokumen, catatan-catatan atau barang-barang harus diberkan dalam
suatu formulir atau dilengkapi dengan sertifikasi sebagaimana
dikehendaki oleh Megara Peminta agar dokumen, catatan atau barang-
barang dimaksud dapal dipergunakan sesual hukum Negara Peminta

PASAL 3
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

Negara Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolshkan,
melaksanakan parmintaan untuk penggeledahan dan penyitaan berkaitan
dengan tindak pidsna yang terjadi di Negara Peminta

Penggeledahan dan penyitaan harus dilaksanakan oleh Negara Diminta

sepanjang dimungkinkan dan sesuai persyaralan yang sama berdasarkan
hukumnya,

Oteritas yang berwenang Negara Diminta harus menyediakan informasi
yang mungkin ciperiukan oleh Megara Peminta mengenai, letapl tidak
terbatas pada, setiap hasil penggeledahan, tempat, identitas, keadasn,
integritas dan kesinambungan penguasaan dokumen-dokumen, catatan-
catatan, atau barang-barang yang disita, keadaan pada ssat penyilaan
serta penylmpanan selanjutnya barang-barang sitasn tersebut,

PASAL 10
PENGAMBILAN BARANG BUKTI

Wegara Diminta harus, sepanmjang hukumnya memperbolenkan dan
berdasarkan permintaan, memperoleh kesaksian dan dokumen-dokumen
dari seseorang, termasuk orang dalam fahanan, atau untuk menyediakan
barang-barang bukti untuk disampaikan kepada Negara Peminta.

Sepanjang hukumnya memperbolehkan, Negsra  Diminta  harus
memperbolehkan kehadiran otoritas yang berwenang Negara Peminta,
orang-orang yang berkepentingan dengan proses hukum di Negara
Peminta, dan perwakilan-perwakilan mereka ketika kesaksian atau bukt
diambil di MNegara Diminta dan untuk turut serta dalam mendapatkan
bukti-bukti dimaksud dengan cara yang mungkin ditentukan oleh Negara
Diminta,

Tata cara pengambilan bukti meliputi hak untuk mengajukan peranyaan-
pertanyaan. Pejabat berwenang Megara Peminta vang hadir dalam
pelaksanaan permintaan dapat diperkenankan untuk membuat transkrip
verbatim darl proses tersebul Penggunaan sarana teknis sepert;




konferensi video untuk membuat transkrip verbatim dapat diparkenankan,

Jika seseorang di Negara Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau
kewgjiban untuk menolak memberikan bukli menurut hukum MNegara
Peminta, Megara Peminta harus, berdasarkan permmintaan,
menyampaikan pambantahuan resmi kepada Negara Diminta mengenai
keberadaan hak tersebut. DCwelam hal tidak ada bukti seballknya,
pemberitahuan resmi tersebut harus dianggap sebagal bukti yang cukup
mengenal hal-hal yang lercantum di dalamnya.

PASAL 11
KEHADIRAN PADA SAAT PELAKSANAAN PERMINTAAN

Sepanjang tidak dilarang oleh hukum dari Negara Diminta, pejabat berwanang
Negara Peminta harus diperbolehkan untuk hadir di tempat pada saat
pelaksanaan permintaan.

PASAL 12
KEHADIRAN TAHANAN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU
MEMBERIKAN BANTUAN

Berdasarkan permintaan, seseorang yang berada dalam penahanan atau
sedang menjalani hukuman di Negara Diminta, dapat dipindahkan untuk
sementara waktu ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan atau
memberikan kesaksian, dengan syarat orang tersebut menyatakan
kesediaannya. Negara Peminta harus menystujui untuk mematuhi setiap
persyaratan yang ditentukan oleh Negara Diminta.

Apabila orang yang dipindahkan disyaratkan untuk tetap berada dalam
penahanan berdasarkan hukum MNegara Diminta, Negara Femints harus
tetap menempatkan orang ftersebut dalam penshanan dan harus
mengembalikan orang tersebul kepada Megara Diminta setelah
selesainya pelaksanaan permintaan.

Apabila hukuman yang dijatuhkan telah selesai, atau apabda Negars
Diminta membertahu Negara Peminta babwa orang vang dipindahkan
tersebut tidak lagi disyaratkan untuk ditahan, orang tersebut harus
dibebaskan dan diperlakukan sebagal seseorang yang berada di Negara
Peminta berdasarkan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut,

PA
PEMBERIAN BUKTI ATAU PEMBERIAN BANTUAN PENYIDIKAN DI
NEGARA PEMINTA

Wegara Diminta harus memanggil orang, berdasarkan kesediaannya yang
dinyatakan sebelumnya, untuk membantu penyidikan atau hadir sebagai saksi




dalam persidangan di Megara Peminta. Orang tersebut harus diberitahu
mengenai perindungan, fasilitas dan tunjangan yang akan diberikan.

PASAL 14
TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN

Sesual dengan Pasal 13, seseorang yang berada di MNegara Peminta
untuk memenunl suatu permintaan tidak boleh dituntut, ditshan atau
dikenakan pembatasan kemerdekaan pribadi apapun ¢ Negara Peminta
atas setiap perbuatan atau pembiaran vyang terjadi  sebelum
keberangkatan orang tersebut dari Megara Diminta, tidak boleh pula
orang terseout diwajibkan untuk memberikan bukli dalam setiap proses
hukum selain dari proses hukum yang berkaitan dengan permintaan.

Ayat 1 Pasal inl tidak berlalu lagi jika seseorang, yang bebas untuk pergi
meninggaikan Megara Peminta, tidak meninggalkan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) han sateleh pemberitahuan resmi bahwa kehadiran orang
tersebut tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan, kembali secara
sukarela,

aefiap orang yang memberikan persetujuan untuk memberikan bukti
berdasarkan Pasal 12 dan 12 Perjanjian inl tidak boleh dituntut atas dasar
kesaksiannya, kecuall untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadsp

pengadilan.

Setiap orang yang tidak memberikan persetujuan atau tidak dapat hadir di
Megara Feminta tidak dapat dikenaken upaya paksa apapun di Negara
Diminta.

PASAL 16
HASIL-HASIL DAN SARANA-SARANA KEJAHATAN

Wegara Diminta harus, berdasarkan permintaan, berusaha untuk
memastikan apakah terdapai hasilkhasil dan atau sarana-sarana
kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya dan harus memberitahu
Wegara Peminta mengenai hasil penyelidikannya. Negara Peminta harus
pula memberikan informasi yang diperiukan atau bukti-bukti lain apapun
yang menunjukkan keberadaan hasil-hasil dan atau sarana-sarana
kejahatan tersebut di yurizdiksi Negara Diminta.

Calam hal, berdasarkan Ayat 1, hasil-hesil dan/atau sarane-sarana
kejahatan yang dicurigal tersebut ditemukan, Negara Diminta harus
mengambil langkeh-langkah yang diperbolenkan menurut hukumnya
uniuk menelusurl, membekukan, memblokir dan menyita hasil-hasil dan
sarana-sarana kejahatan yang dicurigai tersebut, sementara menunggu
putusan akhir mengenai hasil-hasil dan/atau sarana-sarana kejahatan
tersebut oleh Pengadilan Negara Peminta.




Megara Diminta yang menguasai hasil-hasil dan atau sarana-sarana
kejahatan yang dirampas atau disita harus, untuk melaksanakan putusan
Pengadilan Negara Peminta, mengambil tindskan-tindakan yang
diperiukan terhadap hasilthasi dan atau sarana-sarana kejahatan
tersebut bardasarkan hukumnya. Sepanjang hukumnya
mamperbolehkan, Negara Diminta harus memberikan hasil-hasll dan atau
sarana-sarana kejahatan yang telah dirampas atau disita tersebut kepada
MNegara Peminta

Dalam menerapkan Pasal ini, hak pihak ketiga yang beritikad baik harus
dihormati berdasarken hukum Negara Diminta. Apabila terdapat gugatan
dari negara ketiga, Negara Diminta harus mewakili kepentingan Megara
Peminta untuk berupaya memperiahankan hasil-hasil dan stau sarana-
sarana Kejahatan hingga adanya suatu putusan akhir olah Pengadilan
yang berwenang di Negara Paminta.

PASAL 18
TRANSIT ORANG DALAM PENAHANAN

Megara Diminta dapat, sesuai hukum domestik dan prakteknya,
mengijinkan transit melalui wilayahnya seseorangfsaksi yang ditahan,
oleh MNegara Peminta dari negara ketiga, dimana Kkehadirannya
dimintakan oleh Megara Peminta dalam masalah pidana.

Apabila pesawat udara, kapal laut atau kereta api dengan apa orang
tersebut dipindahkan mendarat atau berlabuh atau berhenti di Negarg
Diminta, pihak yang bertanggung jawab atas penahanan atau pengawal
dari Negara Peminta, atau apabila dapat diterapkan, negara ketiga vang
membantu Negara Peminta untuk memfasilitasi pemindahaan harus tetap
bertanggung jawab atas penabanan orang yang dipindahkan tersebut
selama transit di MNegara Diminta, kecuali disepakatl lain oleh Negara
Diminta.

Tanpa mengurangi ketentuan pada Ayat 2 dan apabila Negara Diminta
menyetujul, orang/saksi yang dipindahkan dapat untuk sementara wakiu
ditahan oleh lembaga yang berwenang Negara Diminta sampal dengan
pemindahannya dilanjutkan.

Apabila transit dan/atau pemindahan orang tersebut tidak dilanjutkan atau
talah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam permintaan, Megars
Dimirta dapat memerirtahkan bahwa orang/saksi terssbut digindahkan
dalam penahanan ke negara dar mana pertama kali orang tersebut
dipindabkan,

EASAL 17
KERAHASIAAN

Megara Diminta harus menjamin untuk:




(a) Menjaga kerahasiaan informasi atau bukdi-buldi yang diberikan atau
sumber Informasi tersebut sesuai dengan permintaan bantuan:

(b) menjaga kerahasiaan isi, dokuman-dokumen pendukung dan setiap
tindakan yang diambil sesuai dengan permintaan bantuan:

(c) melindungi informasi dan bukti-bukti dan kehilangan, akses anpa [jin,
perubahan, pembocoran alau penyalahgunaan.

Apabila parmintaan sesual dengan ketentuan Avat 1 dari Pasal ini tidak
dapat dilaksanakan tanpa melanggar persyaratan kerahasiaan atau
sepanjang bukli dan informasi tersebut diperdukan untuk masalah-
masalah pidana yang dimintakan, Megara Diminta harus memberiiahu
Negara Peaminta sebelum pelaksanaan permintaan dan Negara Peminta
harus menentukan apskah permintaan tersebut tidak lagi periu
dilaksanakan.

PASAL 18
BATASAN PENGGUNAAN

Negara Peminta harus menjamin untuk tidek membuka atau menggunakan
infarmasi atau bukti yang diberkan unfuk tujuan-tujuan selain dar vang
dinyatakan dalam permintaan tersebut, tanpa persetujuan sebelumnya dari
MNegara Diminta.

AL 19
PENGESAHAN

Dokumen-dokumen, catatan-catatan atau barang-barang yang diberikan
berdasarkan Perjanjian ini idak memeriukan pengesahan dalam bentuk apapun,
kecuali ditetapkan secara khusus dalam Pasal B8(3), atau sebagaimana
dipersyaratkan oleh Negara Peminta,

PASAL 20
BIAYA

Negara Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan
bantuan, kecuali biaya yang harus ditanggung cleh Negara Peminta yaitu

{a) biaya-biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau
dari wilzyah Negara Diminta atas permintaan dari Megara Peminta,
dan setiap biaya yang harus dibeyarksn kepada orang itu selama
berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 13
Perjanjian Ini;

(b) biaya-biaya atau upah-upah tenaga ahli baik di Negara Diminta atay
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di Negara Peminta;
(c) biayatefjemahan, penafgiran dan transkripsi; dan

(d) biaya-biaya yang berhubungan dengan pengambilan bukti dari
MNegara Diminta ke Negara Peminta melalui video, satelit atau sarana
teknologi lainnya.

Apablla nyata bahwa pelaksanaan permintasn tersebut memeriukan
biaya-biaya yang bersifat luar biasa, Para Pihak harus berkonsultasl untuk
menentukan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar bantuan yang
dimintakan tersebut dapat diberikan,

PASAL 21
KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Perjanfian ini tidak skan mempengaruhi hak den kewajiban Para Pihak
mengenal bantuan hukum fimbal ballk dalam pidans berdasarkan konvensi-
konvensi internasional atau pengaturan-pengaturan lainnya dimana mereka
menjadl plhak.

PASAL 22
KONSULTASI

Para Pihak harus saling berkonsultasi, pada waktu yang disetujui bersama,
uniuk mendorong pelaksanaan perjanjlan ini dengan cara yang paling efektf
Para Pihak dapat pula menyetujul untuk mengambil tindakan yang dipandang
perlu untuk melaksanakan Perjanjian Ini. Kedua belah Pihak juga dapat
menyepakati langkah-langkah praktis yang dipandang perlu untuk memudahkan
pelaksanaan perjanjian ini,

PASAL 23
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Paranjian ini
akan diselesaikan dengan konsuitasi melalui saluran diplomstik.

PASAL 24
PERUBAHAN

Perjanjian ini dapal diubah seliap saat melalui kesepakatan bersama Para
Fihak. Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan
prosedur pemberiakuan Perjanjian (ni.




PASAL 25
KETENTUAN AKHIR

Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya
persyaratan domestik masing-masing untuk pemberiakuan Perjanjian ini,
Perjanjian ini mulal berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan
pemberlakuan yang lebih akhir.

Salah salu Pihak dapat m/ engakhin Perjanjian inl setiap saat dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran
dipiomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah & {eram) bulan setelah
diterimanya  pemberitahuan mengenai  pengakhiran  dimaksud.
Pengakhiran Peranjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan
hukum timbal balik yang felah disampaikan sebelum pengakhiran
Perjanjian ini.

SEBAGA| BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diber kuasa oleh
Pemarintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DISELESAIKAN di Mew Dethi, pada tanggal dua puluh lima Januari tahun dua
ribu sebelas, datam dua naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia,
Hindi, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila
terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggaris yano beraku.

UNTUK REFUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK INDIA




TS IET ORI

ARG OIS
& i
HUTS ATAE A IR

SERNTET TONTET i BN AN N ToReg 8 mEw (e
sHH sE% T EREEE wer e e B

et Tt & dr sten iyt wE @ Avle d

ot i s, #0ehEw v dewme s awaer & owwnet o
Y 7 OIS BREE W O WO 39 o, @e o wEnhe
e & T, AoinE e & oeefoe RS apmar F ATy § 2t
Gait 7 WEAW & =as geeiEn amat §F owgmc & e aew fir g
ﬂ#gﬂﬁﬁﬁﬁﬁmﬂ‘ﬂmgﬁt

HTEdE 1
HPL B FI 8

1. Afeedr 5 A & swmEr R e ate, e & seade
THR-EHL W HINOE ITEEr & TR @S swaar § osoew 3o
SUFE FAITAT

- ; TH B & wdlewd, FeOUE AEE & oneais s meea
mmgwmtmﬁwhmmﬁm,m
mmﬁmﬁﬁ,ﬁméﬁu@m-#m.}@ﬁﬂmmmr
BRI &Y I3 FE FEE

3. Teaar § Teiatay afree
(F) RG] Hyer gEgA F oUAr wenew o =R s s
(@ =hrat &1 9l gRWE &@ am ceads ORe oeaes




4,

TIET FART;

HO1, EFATAA AU S FUwe dAl

vt or mrey suw 23 ghE, -:H—qlté IO AT

FHH ST Hoe AT w9 S,

¥t & Troem # oamiuss v @ =t & il =
HiTtae. &,

He{Iraar &% & T & A1 Fiw, A, FEERer anmEr
FAEYT # WEEaT 95 640 & U aatdy el s 3oy
AT

A & eafesalt $1 wEmaer o Rt & e ® o s
Hroes afataeat @ e of e gurE S 9 S, 39
Hawg T, WA T, T AU FJed S W S amE e,
T FIN F A & ITET WY Hew WEEen S st
& s # wiEEtts T 6

g TR o v 8 @ O S v e Rt wt ik aw

#ay A Frv ov Bl aewe & st o 8w e

5.

mm.ﬁmgaﬂr%hﬁﬁﬁnwﬁﬁwmmﬁtﬁm

HrEE! & N & FElT a9, AiEiee, BN o sieeat S e A
FEEAT 8 27 S|

&.

TH HAN & THmAE JRE 9T & @Y 9eullE mEEa £ 5§ 35

#F grede, RET safy Yy o B any =7 v 599, B o aaa
ﬁmm#@u#ﬂmﬂmmﬁﬁ%ﬁrm
Fr Few a8 &

et 2
Herwtet

5w BeRfRe v A g e

(W) o B &7 & 39 A7 e =T & Fumad o

A




(@) 2vE & TAv wiEwnw & sufeal = FURTEaT,
(77} IO AT A FIEEDT F 3

2. = Y # fTafle £ Ty & o FfEEel 2y =1 g
dfgerrlr dor & sawr oF wt & Pevgw we i st s g
FH & EHEN T gAel § oA gt wfEeEl &v & FEd #eet an
IR FY T IS witemdt & e yniEa 8

G
et St

) yedle WTETEHT &Y, EE S & wiegdn & wateener el
TTTORRT Teemater HIe|

2: TS TURTe T Ter § Ty & ot S S
Ud AEETOET ST ENT g SIS Tooew B 3EH & BT e
wifeET I[F AAad B

3. werar & AT AR arEET SEW WA 99N, ERmr 99
ur, FiEEETr fv ¥ FR0w witeedl EEr E@ e UFAaE 7 # A
afaemn & & Searg ugs 1 8E Feem

FAEE 4
Her i

1. FERIAT AU et & o Al A FeieiEa s e aine

BT -

) WY # HEfle FiT, 3PS Wy FHERg e S
T WETH WIS & AT,

(@) F AEEE AN Fnad 1 asR MR s T ' A
TH @ Al AT ST W Seea e g,




o v faas e ey e wen & sl atfEe weae
EEaoH

WrfeE FEe W HE AR S 9RAE RYiE AN
"o ardt & gy & faaror e sy & @e siteas gos
T 3w W faewer G Wy ey @

FafE sigefraar @ @ 3T FEE T

9 weEa-HEn ek iew 30y 9 oW #T gew sawa o g
g 3

Tl ¥em ST WHET aueEann ol Neauandr &3 F T
FEt & T O @ e A WY & FEAE W
T & oI Heun HEWE E

FRATHTET AT #, GEEar & ey @ Feeiataa orfae g

HET R, TN ¥ I ouie T mEmw o aeneh oF ooEh
FIET I ERyfE W o OO, 306 el ®i, 3ef Wioawd
HUGT Ted weT F OHAY A U 0 FE0U & AES A 3 @E &
fay & yue & o ol ox Beeh B oagow @ anisa
wafer AT T w3 A g wE K i

ferreaa & T or =TRET FT 3OsY FOe ® AAe & U safinad
WyEr eatepat & 4 #r FEw &t meeae & ENE IEET
frmae &dT, 9% FUE o Boaa & @ 9w o 8 Syt
frar o ST 3E =ufEE o T & @ntaa R

T wEyEE @, T I 269 8 I F a0y # el
e g

i, sfigerr sy siEEdt & vl sufe ar safent o=
ofigs, TsfgaT JUr 9,

T W whea Fuar e, SR HEEOT HEluwAr 2N
Fawr wmar B, ¥ w0 AR 5w FEe




ﬁﬁmﬂiﬂmﬂﬁﬁﬁﬁlﬁWWﬁﬂiﬁmﬁﬁﬂﬁﬂ
farar wrr wipe B o eyt @ g G amfEE § e aw
HES F Baror ot B s ofgr o A e wuE 8w
foram = &

(m) qﬁﬁmmmﬂaﬁm‘mﬁaﬂwmﬁnﬁﬂW1

4, ofy eSS &y R A § O ey A wiRe gEen
n@uﬂ@m#ﬁvmﬂﬁtﬂkﬁsaﬂmﬂ#@mﬂ?ﬁv
FiafEa guen & T 8

5. mﬂﬂ#ﬁvﬁqﬁwﬁamﬂﬁmmaﬁmaﬂﬂm
ﬁ@ﬁﬁﬂamwﬁmhmmmmm“
sepier #if@e w0 & Rear o wEE § o0 W6 W W §9A
s Fr =)

HATHE 5
A B T

FiAET MR
faftre werar & fAv sy =t wfww A8 R s SR

mwﬁmﬂ'mﬁmﬁsﬁw.
w.aﬁwmmmmmmﬁﬁmmn

e I O F oy A g faws WMo s s Sae 2R
¢ T oy &Y 41 sEee & B wr

IR B3 & O §W A AR wT & oA
¥ % wodr R e & v B w0y, B oh o,
IE TR W a, UH, I, I 49, I@A0E EaRaE
s & Fnur F¥EaTEe @ & waeend B o § o 39
sOte &, swE & fedr oF ST A, ST a7 dE e
= HEAT &




wmﬂmmﬁﬁmﬁm!%mm.

form Torw aiepry fam 9vam & @ WAT a{ueTsEe & B qd
Hﬁ%#ﬁm.ﬁﬁﬂﬂ#ﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁ#aﬁﬁﬁmmat
o wdr fr e

= @10 ¥ sivde RS mewe ¥ e ey & segaEer & g
i £ St W TS TR & s 3w B AW 8

ﬂﬁi@ﬂfﬁmﬂmﬁﬁﬁﬂmﬁﬂfﬁﬂw#
yade evmel B 3w wflE weE F AT F S
B

T R UAAw FHia & IO F FEE w

=R § & g & Tov METwiE & usee a3y

FET AT T -

Pyl TrEOTENET WA STREMLAEr o7 3R UNEN ¥ OwCed (S
S AW § A A e sfres @ 9gEw & feT R e
g Y,

fezhy o sadeitn sRwEw, ad & sfgenr fw wus
et Ao RS9I 3Taey U9 F T O 98 B &
Herde W G He HUEE,

e & SR NI, O Ry &, e 2
& FTeE & AE TEHAIER U @ A9 # A A

FFa IFaE sored F OF RS ey s FW W W
IWUET WEDE HST HUET U AOY © FII T el IS S
=] W FUTH e ST =qieh & JErgar AT

ey Terrm, =ahe, oo AR e F 'R WO o i MR
WY, OF g9 Ueenta & WRE § w0 o @, ow 8 & oweand
T W W A A A S|




fwiegs WUW
mt.ﬁvaﬁﬂﬂﬁﬁﬁmaﬁﬁmmaﬁ:

AT 1 W Tt e O oF A uETasmdar o F S
& et & a1 Aew Fr aven & wh qEE 7 A § w7 Feaer /),

ma@umﬂﬂﬁﬁﬁnﬁﬂnﬁﬁﬁﬂm.mﬁgﬁﬁ
swua wEl  wEr @ gufy i SR oS a0y b aeRi o
s & et ¥ e e g & 1 gfey, o, ol
A FTET FIF T AT A8 ST FTOFEAT, O TR ¥ s
i T

o FeRy Pl oofy @ R R W S, AEEeE S 2s
B @ ¥ e 8, B s 2w F ol FEA 6
AT IEdRET & AR AW S w8

#% 7 FAsq BdY deuET & oavdar F AR 9 5YE 98
ﬁmﬁgﬁﬁ#mﬁﬁﬂmmﬂﬂanﬁwﬁ.m#ﬁnaﬁ
faram s

Heede-6
FeReT W e

FeTa B FEOY # WOUENEEd 2 F FeE & HER 3R
s g P & @ g R smeem)

e Y, WY W f 9%, IR & S, HerEer &
mmiﬁmﬁﬁmﬁrﬁmaﬁrmﬁﬁwml

WeIWTSARAT & ER FEEW W wRd B e o§eer §oaw
W#Wﬁ#@mﬁﬁtﬂrﬁwaﬁﬁaﬁmm
FEE F oISt 951 B

AT S, wEmal ¥ OFERT W OgU Ayer ol ww oW
mﬂﬁﬂﬁmsﬂﬂ?ﬁmﬂﬂmﬁmﬁﬂ#mﬂﬁﬁﬂﬂ
Wwﬁmmwmﬁwa:mﬂ

7




FT Ioord HLa|

mﬁm.m#mmﬁmaﬁﬂwﬂwﬁﬂﬁﬁﬁaﬁﬁ
FE W LY FACEWTEAT &3 3 AW W AW sm &ow
JTTE AR A A ot & areendw mwwr & @ W £ IR
Wﬂrﬁﬁ#mﬂ:whﬁmm?mﬂﬁ

ST HHE T
e 7

SEEE # T

Wm.maﬁmamﬂaﬁﬂﬂﬁamﬂ#fﬁﬂ
wEfe T W AT TEEEst B Al e 29 g
AT HAUY F WTERY FAA

s &%, e &y & SegEe 3 Er A O R #
wattr et arards AT S SEOY, Sead 4 IRET 9

B 7 PuiRE arbe @ e TRl gings BT MR ST
IreiTTCERT &YW W & W ZEESl AW g W
QAT ST At arETET S f1 or wear oAy el 3 W
AT F B % R A ¥aa sUE |

Fe=g 8
e, aroEa, P i Swgsl Sl uEEE

wrluuERT 2, R W W Feus 2 W
sEtyTCRRe] g3 % Wl e v rAfRt & Feees o 8
TUFET EEAAST, HiRew! FHyar FEer F Tioar SUeE FHwEr|

FEUUWCASAT &Y, Y WE ER T FE0E aN EOERE
e T st TSR ¥ owmd N T TR wE ah s,
aﬁﬂﬁ,aﬁﬁﬁmmﬁimm&aﬂmw#maﬁﬁﬁ
i W & A 3 o ¥ o Iuwey woe W R § a9
AU FeE WEOE A SIS Wi ® 39w S E O

WS &Y aREE W aEe Henfen Sfear seee
mmﬁ%y@uﬁﬁtﬂrqﬁnﬁﬂiﬁmmﬂﬁumﬁ
1




SIS U T VER ST A AF TEA, HEEE S S
mﬁ?m-ﬂﬂqr.qummﬂmﬁ, .mmﬁm‘rémﬁrm
& AT FTUET

5. mﬁy@mmrﬁwﬁmﬁﬁiﬁﬂ EEATE,
o 3Er FFQY 3E FY A 3wy UG ST wum S UH SAEE
¥ @y @w STen S aEwEAT 3w g BREs B e @t 2
AT 8 F T F IET I E

JEeaE 9
demelt T Sl

1, FepiudicEsAl &, e A3 & A AWl § AU H
Femr i e & @ fro oaw s w0 fES, 3R SEE W
3ETET WA & e, FEm

2, Wm:mmﬁmm#mmmm
s At & e AR Sl R W R el e 9ER 9 H9
Fragel & HTER T F

3, HEOUWTASA] £ H e STOEHT, AN SIS ITEE e

ot HiftE FeEusd 3y ¥ @T ommaw € oweg W omewr B
eralt, T, tEpe, o, Ewar v o Ree o aemme, i
Fear aEa @ FU U @A o s B oREiant i oe & o
el ®r A A 2RTMT 7 @ I 8% B EiTAd S8 g

e 10

f3 [ e M 1

1. IR AW, FUS aE SR AT WA o N ay
ared @ 9t Tl o iy, Bwd wffRem & o =g o
e &, @ W T gEEE WIS aa HYET AU N
F e & T EEy f SE W S

| SETOETCEEE 4%, MY WEE N FeAY AT o, Sl au
F maE R, TR 2w d & F= e SeEREl 3@
mﬁﬂmﬁﬁﬁmﬁﬁqﬁﬁmﬂﬁmwﬁm
o SR & v aoffrs ner i O omew A s 89 ¥ v

2




YTATOWCERAT 2 G WHiRE i § EER 3N T A
Fegat &

. e e B whEar F, v 9o W AT 8 e T eIy F
ﬁwﬁa@wﬁ&mﬁmmaﬂﬁﬁﬁﬂmﬂm
seEe TdeRT ww 1 e & o oweRl botw aEn
oo ¥ v fiftgr eEkEan JY Sterehr \@EET &1 W
Fe 7 AT AT I T B

. TR sEiuweaEdr 2 # #f saf 7g g wan B el
ﬁwtw#aﬁmﬁﬁﬂﬂmﬂ#mmﬁmﬁmmﬁ
e &, WY BT SR WOAE0UWSEEA &N S 39
e & fagAmEer F FEy N oF AiTwiRe  HEEEen Swed
g Fed faedm wmw & Al 9@ W dAmeiE
Fiftrer 3w+ sfeaf@a awat § Wy s ane el

g 11
st & Fwaee & sfrufy

U &Y E FHeEUy & fEsmaa H ¥lERaT N R FEH
T &7 0= S 5 Wi A % #eA A 5 a6 o

et 12
iR A7 MYE] SEGT 39¢E wE AT AT # 3 av EahE 6

=T

1. SRS 4%, S 2% ¥ S W ST &
& wiwaw & w v =fF O &5 We B o @ o F apd
we O ey & & e amamlt v & iRl 39 7 R e
w7 T ¢ oavd & =oft sud v 3oe meeln soew #)
wiE &w, FiuweEEd 2w g Ruie Bl 8 owal &=

AR

. oy seEnmTEEat In A W F AR, TEERS TS aw
=i &1 HTENeT & e AT A A0S &Y 3 hE &




ﬁw#@wﬂhmﬁﬂﬂﬁm#mﬁmﬁﬁﬂ
y¥eT & ofta &= 2l

3, ofz &r oF wen ;AT B S §ovEr I Herwier g
Whrﬂwmﬁﬁ%%mﬁﬁﬁﬁwwmﬁﬁﬁ
Wy woe mag g% oS & T & WSS A6 8 oar 39
mﬁﬁﬂqﬁmﬁmmfﬁﬂwmﬁ,mmﬁﬁ
ﬂm#mﬁmﬁmﬁwﬁﬁ#mﬁm
FTg)

Feeitg 12

K 5 EAL T L e CAG 1 2 B A 1 2

seirrareEAT v Rl safn @ FEd qEwEAT 8 ST A HER S
I gl du & Ow W wEdE A o T O OFT F STy e
¥ Tav weETT s 39 wafs W, 38 vEw A S AT AT, g
H wedt & el & o gie Fean s

s 14
TR AT

1. = N F Fete 13 F avmdm, el oaepw Fosewror A
FAUUSA &2 A U R A F, 3W ST G e 87
ﬁ@ﬁﬁmmwﬁﬁﬁmﬁﬁmaﬁm4W£
78 B smmn AR Iwdr oot wEETar WS 9igEtT AET |
smeen T 7 @ 3@ =hE A, el @ HEeT FEn §oafoREa, B
Heg wiEE F Oreg & & HUET Y F@neE)

2. zW yeohe & %0 1 99 We SE fem 3 39 S, S e
de W & WU Fods B8 5 MY oY W e, B SEE
sufeata 1 B9 Fela T8 B, % " am (30) Be r ety & 8w
TRl £ 7R O & W, olEA & A el | @ 3 oo §

3. @ AT S 3W B % et 12 HW 13 & HeET A Y oA
¥ Tow wEeT B A o S5E T O =nOred #T dEAeel St ot
et gy & E TEEr & v W HTRdEE F e a8 gl




4, by aRe S el agefd oA 2o @ af ol I F suieE
7 B e ¥ A et #n A Rl FER & aregei 3UET %
weaele Fdr g

ez 15

1. et 4 smiu R o W g e w e
FoET B osm owoow @ wE duiy W HETEE 3EE AETOeE R

watera & oy Foeh S & onomet & A # sedusdl v @ HiEa
FE| FAOEEAT 4w, IraweaEel 2w & ffER # ¥
ﬁnﬁmw#ﬂﬁzaﬁréﬂﬁquﬁmmmémmaﬂ
TOTRT FATA |

5 wE Y ¥ wiEew dene s ey § IWiea et % S
¥ wn weluedr &y ¥ R mmnEY g T EERE SR SR O
Fau # = B BT 9 AF A0usaT 4, 38 HeeE F G 1 &
wTHT &, 39 A e A FE R I JUEE # A
=T, 3= e a1, uiREfE e g sen waa & THT WO e &
TEA AT TG L

3 weEEd dv, EE W & wEd W G oA
FETee HAT Ty § IWRAT WOW OB, dEiusH 4y & ses &
g &) wrifEan s & B 3wt s s 3 I e
#m#mwxﬁmmm;mmmmm
wfterdte R o e ShOET R SIS WO T S 2w
F1 EEAOT, WO A g HEAT A w0

4,  FE odm F AR W, e e 9E & e A
mmﬂﬂrﬁwﬁaﬁﬂmaﬁmmmmﬂﬁéﬁmﬂﬁ

TET FET A IEOOWE &9, FAUUEAl g A FEH S gn
WA EuE Br ee @w Wy @ 9fEe d@eR s dweel @

ﬁﬂﬂﬁ?h*ﬁmﬁmﬂtmaﬂwml

12




e 16
A v M M L e S (S i

% IogEEAT &, PRl ey 2w gRT wfERen & @ e fed
sfwrmar, Sadr T wmnis Jeer & osufwea o & s,
HeTUrRAT 23 BRI & A A1, W HUS SFEEN OO, A6 W
Ty At ofofeat & st wiEws F0m

2. ﬂﬁ#ﬂﬁﬁ.mmmﬁaﬁimﬁmﬁﬁﬂm
T TET &, FEiuNTEdl &% A ot B W Aed WA W o g A
Fepterne & W1 ofE e FF o det 2 & AT 97 e ST
St GREAS # FEdtEel & @ wErar & W IREE e Ie e
wifr &Y #Ewn F Geen v 9w 8 U 9w oo & oaw
mﬁq@ﬂmmﬂ%ﬁmﬁmmﬁﬁ
ST |

3. eeE 2 & ViR Ed g e SN afy setuwsa 3 JeEd
B & T oy safenmene @Y 91 0 T8 § I8 A9 a9 ISR &97
& TuH WOEREr S yemd ¥TEEEr A @ v 59 8% O3S
IR FHT gl

4. =y wtwer iR @ ==RF = efEes S A wer & oI sl
feffer sl ¥ #0w & omar & A seeTasedr 2%, HiRTET # @ T
eafth/eraTs &1 3@ &%, S ¥ I TEET AN FHETAT R sEroun, #
TS T F Few & wEaT i

e 17
LU G

SEErHTCR 39

&, FeOdl F Y ¥ WS Al I TR TR W
ST ® Hie F= T ST e gEiE e

T Y # wdieT EEE-EET, Werdw oEadet wur A o
sprtardat # MENT FAE TEeT g e,

T OHEAT OT AT O AR AW § 9w, FAUF0 Ogd, Hu,
FETH AT EETAET S OF T FRT e

13




2, Il Tw FerelE ¥ 4 1 & e A AAEEr #1 ArarasesH
w1 Feawr e B W 39 W o o 9% @ S e e s
At & T AR T wEeE AR S # WIS g F0Y a6
Rywere AT R O W B OO eI 387, #EUY & Feans #@
UEe FEUUEA &7 W gEe AN A FHE T M R & I
Wﬂmﬁmﬁtﬂaﬁﬂ:ﬁrﬁwﬁmmh

e 18
3 2 I

AT 2w, WA &Y & GEEA TR, HEel 4 W
Wﬁrm.a@:#mmmﬁ%wﬁmmm#
oo a@f e

HooE 19
HEHHITE

¥eoT 8(3) # MRl wwe Fsiusd §u g0 JurEE S olge, 36
A & wwror # e e S e Zeael, et s aEgEt A
Tt TRIT F HTOSAE #7 3EsTeal 780 g

HaTetE 20

=

1. ﬁﬁﬁﬂﬂmﬁﬁﬁhr,ﬁgﬂﬂﬁﬂﬂﬁmﬂﬁmmﬁﬁﬁﬁw
T BIFHT, TEAAT & Y B O T F AW TFE FE0 -

(F) Fepirumal 2w & Iy o PR s R aRieweEEaT &
& HNET A AW @ W S W dEg 59 Ud IW oOfn WO
i & wetE 13 & e B Ov s F e A
HEOuEA & F &9 H W 4T Fg o0,

FETCEES 39 A W FEluwa g # fadws e g
=TT 2 S Y,




(@) H@mﬁ.mﬁtmwﬁ#aﬁﬂm;

(@) stuwemdr 3w F, ffE, dveme @ " R
ARG ¥ AETE @ RS oET 39 WeEUOEAr W w i H
HETUA =07

2. afy, v v g § B e & TSNS OU NETUROT SEE @
i g demer & o dferrh da 3w vl ud e, e S
H@H#ﬂﬁmmﬂﬂm.wﬁﬁmmﬁﬁmmﬂ
Tereme-fas w4

FegEie 21
£t E R
g Wi, deiw sfPwAT W s TR awEEer S s A A
anEatE BT wpaaT & d90 § & uewn o F HOeR od el
#1 waTag #Ag Ll :

Hefealig, 22

Rrom-faest
AfaET o, B9 5 & a9 wEEeH FEEdS #9 §F AT WER
mEET TR 91 B fEEd s aE @@l du, 5w a9 § e

=t worET & O sgEEd sorEt & A o7 8 A mEAta |

HeTesy 23
iR AR MG

o 0 £ TTEET A WA § Iode B O e Radgl @ AU
TR AegET & e Evt ¥ S Rere e & g Bar s

Hmos 24

HeM=
= Ffr & dfagmrd gut Fr owenfeE FEAl o GRS wE S
o w7 wEAT ¥ UET guien, S ufer & g e S el AW
¥ @0 89 & §A A




HAEdE 25
BT IE G

i HiEErrT 2%, ¥ B w5 AW g & WU 9eEaeer a3
st i afr gfr @9 ¥ A veapl = aEgRe S5 69,
sitggen &1 wig & Tig F T e

2. % & dfewed &y gy dRgEnr &y @ oeetE A @
gt g uw TRfEw afew 5w 59 910 & 5T &1 9% Bl 9%
AN, =7 TR & At fr aw ¥ 5 AF e s #emogw d@fn
% FANA & FHU, §AE # qF fer oo R amaan aely qeiEd
+TET B

T WET F WuiEFEmEEAE & el went § e witea
BT 38 AU o9 gEanT W

yra AE Rk A BEw SEl, 2011 #, FEETEE,
ﬁ?ﬂmﬂﬁﬂ'ﬂ?ﬂﬁﬂqﬁﬁm W O wEe wEO#

& T, soveaT # fear & T & e g aew g




TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE REPUELIC OF INDIA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
India (herelnafter referred to as Contracting States);

Beanng in mind the existing frendly reiations between the two Couniries;

Desiring to extend each other the widest possible measures of cooperation in
Investigation and prosecution of crimes as well as tracing, restraint, forfeiture or
confiscation of the proceeds and instrumeants of crime, through mutual legal assistance
in criminal matiers,

HAVE AGREED as follows.

ARTICLE1

SCOPE OF APPLICATION

The Contracling States shall, in accordanes with this Tresty and subject to their
domestic laws, provide each other with the widest measures of mulual legal
assistance in criminal matters,

For the purpose of this Treaty, mutual legal assistance in criminal matters ghall
mean -assistance rendered by the Requested State wilh respect to
investigations, prosecutions, trials or other proceedings relating fo any offence,
which at the time of request for assistance, fall within the jurisdiction of the
Requesting Stats.

Mutual legal assistance may include:

{a) locating and identifying persons and objects:

(b) serving documents, Including documents seeking the aftendance of
pErsons;

(¢} providing information, documents and records:
providing objects, including lending exhibits:
search and seizure;

taking evidence and obtaining stalements;




() -authorizing the presence of persons from the Reguesting Siste at tha
execution of requests;

(h) making detained persons available fo give evidence or assist investigations,
prosecutions, trial, or proceedings in the Requesting Stata:

(I} faciitating the appearance of witnesses or the assistance of persons in
investigations;

) taking measures to trace, restrain, freaze, confiscate, forfeit and relurn the
proceeds and or Instrumentalities of crime; and

(k) any cther farm of assistance nat prohibited by the law of ihe Requested
State.

This Treaty shall also apply 1o any requasls for fegal assistance relating to acts
or omissions commitied before its antry into forca,

Assistance may alsc be granted in connection with mvestigalicns, prosecutions,
frial, or proceadings relating to offences concerning taxation, duties customs anad
foreign exchange control or any ciher revenue matters.

This Treaty shall apply solely to the provisions of mutual legal assistance
between the Coniracling Slales. The provisions of this Treaty shall not create

any right on the parl of any private person to oblaln, suppress, or exclude any
evidence or impede the execution of any request for assistance.

TICLE 2
EXCLUSION

This Treaty does not apply to:

(@) the amest or delantion of any person with a view to the exradition of that
person’

(k) the transfer of parsons in custody to sanve sentences: and

ic) the transfer of proceedings in criminal matters.

MNothing in this Treaty entitles a Contracling State to undertake In the territory of
another Contracting Stale the exarcise of jurisdiction and performance of

functions thal are reserved exclusively for the authoriies of that ofher
Contracling State by its domestic laws,

ARTICLE 3
CENTRAL AUTHORITIES

Each Conlracting Stale shall designate a Gantral Authority for the purpose of the
implementation of this Treaty.




For the Govemmeant of the Republic of Indonasia, the Central Authority shall be
the Ministry of Law and Human Rights and for the Govemment of the Repubiic of
India, the Central Authority shall be the Ministry of Home Affairs.

A request for assistance and all communications relating thereto will be sent
ihrough diplomatic channel or directly by the Central Autherity of a Contracting
State fo the Central Autharity of the cilher Contracling Slate as may be
necessary.

ARTICLE 4
CONTENTS OF REQUEST

In all cases, requesis for-assistance shall indicata:

(@) the name of the compelent authorily conducting the investigation,
proseculion or proceedings to which the request relates;

{p) the nature of the investigation, prosecution or proceedings, and include a
summary of the facts and a copy of the applicable laws;

(e} the purposa of the request and the nature of the assistance scught;

() a description of nature of the criminal matter and #s curreni status and
staternent sefting out summary of relevant facts and law Including the
maximum penalty for the offenca to which the request relates;

(2) the degree of confidentiality raquired and the reasons tharsof:
(i any time limit within which the request should be sxecuted: and

(o) such other Information or underakings as may be reguired under the
domestic law of the Requested State or which is otherwise necsssary for the
proper execution of the request,

In the follawing cases, requests for assistance shall include:

{a) iInthe case of requests for the faking of evidence, search and seizure, or the
tracing, freezing, confiscation and forfeifure of proceeds and or
instrumentaiities of crime, a statement staling information or any other
ground indicating the exisience of such proceeds and or instrumentalities of
crime in the jurisdiction of the Requested State: and

{0} In the case of making detained persens available, an indication of the person
or class of persons who will have custody during the transfer, the place o

which the detained person is to be transferred and the probable data of that
person's retum.

if necessary, and wheare possible, requests for assistance shall include:

(@ the identity, nationality and location of a person or parsons who isfare the
subject of the investigation, prosecution o proceedings,




MAMNDATORY GROUNDS

1

() datails of any particular procedure or requirement that the Reguesling State
wishes to be followed and the reasons theraof;

{c) inthe case of requests io take avidence from a person, an indication as lo
whether sworn or affirmed statements are required and a description of the
subject matter of the evidenca or statement sought; and
(d) description of the documents, records, or items of evidence to be produced,
If the Requested State considers that the mformation |5 not sufficient (o anabla
the request lo be executed, it may request additional information 10 enable tha
requast (o be deall with,
A request for assistance shal be made In writing. However, In urgent

circumsiances or where otherwise pemmitied by the Requested State, a reguest
may be made orally but shall be confirmed In writing promiptly thereafier.

ARTICLES
REFUSAL OF ASSISTANCE

Request for legal assistance shall not be granied whera:

(@) In the opinion of the Requasted State. the execution of the request would
impair its sovereignty, security, public order, or public inferest;

{b) the request relates to an offence in respect of which the accused person had
been finally acquitted or pardoned;

{c

the Requested State has substantial grounds for believing that the request
for mutual legal assistance has been made for the purpose of prosecuting a
person on account of that parson's race, religion, nationality, ethnic ongin,

political opinion, or that person may, for any of those reasons, be subjected
to unfair treatment in |udicial proceedings;

the Requesting State falls to provide assurance that the assistance
requested will not be used for the purposes other than those stated in the
reguest without the prior consant of the Requested State;

{e) the Requesting State fails to provide the assurance of the return of evidence

obtalned pursuant to ihe request of legal assisiance under this Treaty;

() the request relates to an offence only punishable under miltary law, which is

not-an offence undar the ordinary criminal law;
(@) the request reiates to an offence of a political character.

For the purpose of this Treaty, the following shall nol ba cansidered as political
offences:




4.

COPTIONAL GROUNDS

{a) an offence against the Bfe or person of the Head of State or the Head of
Govermnment or member(s) of their immediate family;

{b) an offence under any intemnational conveation to which the Coniracting

States have the obligation by virtue of becoming a State Party thereto, to
provide mutual legal assistance in criminal matters;

{c) offence related to tarrorism which at the fime of the request is, undear the law

of the Requested State, not lo be regarded as ap offence of a poltical
characier;

{d) an amempt or conspiracy 1o commit any of the foregoing offences or
participation 8s &n accompiice of 8 person who commits or attempts o
commit such an offencea.

Senous offences against tha body, person, life and propery. even If poiticaty
motivated shall not be considersd as political offence for the purpose of this
Treaty.

Raguast for assistance may not be granted whers:

{a) the provision of the assistance would, or would be likely to prejudice the

safety of any person, whether that person I8 within or outside the teritory of
the Requested Siate;

i) the request seeking restraint, forfeiture or confiscation of proceeds of crime

or seizure of property are In respect of conductiactivity which cannot be
made baszis for such restraint, forfeiture, confiscation or seizure In the
Requested State;

(c) the requesl refates o tha Investigation, prosecution or punighment of a

parson ‘with regard fo a ground that may be used 8s a basis for refusal as
per the domestic [aw of the raquasied Stafa.

Assistance shall not be refused solaly on the ground of bank secrecy or simiiar
financlal institution or that the offence s also considerad to involve fiscal matiars.

ARTICLE G
EXECUTION OF REQUEST

Requests for assistance shall ba exscuted promplly in accordance with the faw
of the Requested State and in the manner specified by the Requesting State.

The Requested State shall, upon request, inform the Requesting State of the
date and place of execution of the request for assistance.

Agsistance may be postponed by the Reguested State If execulion of the

reguest would imerers with an ongoing investigation or prosecution in the
Reqguessied State.




The Requesied State shall promotly inform the Requesting State of its decision
not to comply In whale or in part with a request for assistance, or to posipone
execution, and shall give reasons for that decision,

Befora refusing a request for assistance or before postponing the exscution of a
raquest, the Requested State shall consider whether assistance may be
provided subject fo such conditions as it deems necessary. If the Requesting
State accepls assistance subject to those conditions, it shall comply with them.

ARTICLET
SERVICE OF DOCUMENTS

The Requested State shall cary out request for senvice of documems which ama
transmitied 1o it for this purpese by the Requesting State,

The Requesting State shall transmi a request for the service of a document
peraining to a response or appearance In lhe Regquesting State within a
reasonable lime, before the scheduled response or appearance,

The Requested State shall forward to the Requesting State proof of service of

the documents. If service cannot be effected, the Reguesting State shall be so
Infermed of the reasons,

ARTICLES
PROVISION OF INFORMATION, DOCUMENTS, RECORDS AND OBJECTS

The Requesied Staie shall, upon requesi, provide to the Raquesting State
copies of publicly available information, documents a2nd records of govemment
departmenis and agencies,

The Requested State may, upon request, provide fo the Requesting State any
information, decuments, records and objects in the possession of a government
department or agency, but not publicly available, to the same extent and under
the same conditions as they would be avallable fo its law enforcement agencies
and judicial authorities,

The Requested State may provide cerlified true copies of documents of recards.
unless the Requasting State expresshy requests originals.

Criginal documents, records or objects provided to the Requesting State shall be
returned to the Requasted State as soon as possible upan reguest.

In so far as nol prohibited by the law of the Requested State, documents,
records or objects shell be provided in a form or accompanied by such
cenification as may be specified by the Requesting State in order to make them
admissible according to the law of the Requesting State.




ARTICLE 9
SEARCH AND SEIZURE

The Requested Siate shall, to the extent L5 law parmits, execute a request for a
search and seizure in respect of a criminal matter o the Requesting State,

Search and seizure shall be conducted by the Reguested State io the same
xtent and under the same condiions in accordance with its laws.

The competent authorily of the Requested State shall provide such information
85 may be required by the Reguesting State conceming, bul not limitad to, the
result of any search, the place, the ideniity, condition, integrity and confinuity of
possession of the documents, records or objects seized and the clrcumstances
of the selzure, and the subssquen! custody of the material selzed.

ARTICLE 10
TAKING OF EVIDENCE

The Requested Siale shall, to the exdand its law parmite and upon raquest, take
testimony and obtain documents of a person, including person In custody, or
produce items for evidence for transmisslon to the Requasting State.

To the extent its law permits, the Requested State shall allow the presence of
competent authorties of the Requesting State, persons concermed in the
proceadings in the Requesting State and thair representatives when teslimony or
evidence is taken in the Requestad State and to participate in the taking of sugh
avidenca in the manner a5 may ba specified by the Requested State,

The methods of laking of evidence Incude the right to pose questions. Tha
competent officials of the Requesting State present at the sxecution of a request
may be permitted to make a verbatim transcript of the proceadings. The use of
technical means such as video conferancing fo make such & varbatim transeript
may be permitiad.

If any person in the Requesied Stale claims that there is a right or obfigation ta
decline to give evidence under the law of the Reguesting State, thal Siate shall,
upon request, provide a formal notificaion to the Reguested State as {o the
existence of that right. In the absance of evidence to the contrary, such farmal
notification shall be sufficient evidence of the matters stated init.

ARTICLE 11
PRESENGE AT THE EXECUTION OF REQUESTS

To the extent not prohibited by the law of the Requesied State, compeient officials of
the Requesting State shall ba parmited to be present at the execution of the request.




ARTICLE 12
AVAILABILITY OF PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE OR
PROVIDE ASSISTANCE

Upon requast, a parson In custody or sening a sentanca in the Requested Stata
may be lempararily transfermed to the Requesting State to assist investigations or
1o testify, provided that the person gives nis/her consents. The Requesting State
shall agrea to comply with any conditions as specified by the Requested State,

VWhen ihe person transferred is required to be kepl in custody under the law of
the Requested Siate, the Requesting State shall hold that person in custody and
shall relurn the person In custody ai the concluslon of the exacufion of the
request.

When the senience imposed expires. or where the Requested State acvises the
Requesiing Siate that the transferred person is no longer required to be held In
cusiedy, thal person shall be set at liberty and be reated as a person present in
the Requesting State pursuant to a request seeking thal person's attendance.

ARTICLE 13
PROVIDING EVIDEMNCE OR ASSISTING INVESTIGATIONS
IN THE REQUESTING STATE

The Requested State shall invile the person, subject 1o hisfher prior consent, o assist in
the Investigation or fo appear a5 a witness in the proceedings in the Requesting State.
That parsan shall also be informed of protection_ facilities and sllowances that would be
provided.

AR 1
SAFE CONDUCT

Subject to Article 13, a person present in the Requesting State in  respense 1o a
request shall not be prosecuted, detained or sublected to any other restriction of
personal liberty in that State for sny acis or omissions which preceded that
person's departure from the Requested State, nor shall that person be obliged fo
give evidence in any proteading other than that to which the request relates.

Paragraph 1 of this Arficle shall cease to apply If a person, being free to [aave
the Requesting State, has nol leff within (30) thiny days afler receiving official
notification that the person's attendance is no longer required or, having left, has
valunianty refurned,

ANy pErson who consents 1o give evidence pursuant 1o Aficle 12-and 13 of this
Treaty shall not be subject to prosecufion basad on his or her testimony, except
for perjury or contempt of court.




Any parson who does not give hisher consent or fails to appear in the
Reguesting State may not be subjected to any coercive measure in the
Requested State,

ARTICLE 15
FROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES OF CRIME

The Requesied State shall, upon request, endeavour to ascerain whether any
proceeds and or instrumentatiies of crime are |ocated within its jurisdiction and
shall notify the Requesting Stale of the results of its inquiries. The Requesting
Slate shall also provide necassary information or any olher ground indicating the
existence of such procesds and or Instrumentalltles of crime in the jurisdiction of
ihe Requested State,

When, pursuani to paragraph 1 of this Adicle, suspecied proceeds andfor
instrumentalities of crime are found, the Requested State shall fake such
measures as are permitted by its law to search, freeze, resirsin and confiscale
those suspected proceeds andior instrumentalities of orime, pending a final
determination in respect of those proceeds andior instrumentalities of crime by a
sourt of the Requesting State.

The Requasted State in control of the forfeited or confiscated proceeds and or
instrumantaliies of cime shall, In giving effect to the order of the cour of the
Requasting State, take action on those proceeds and or instrumentalilies of
crime in accordance with s law. To the extent permitied by fis laws, the
Reguested State shall transfer forfelted or confiscated proceeds and or
instrumentalities of crime to the Reguesting State.

In the application of this aricle, the rights of bona fide third partes shall be
raspacted under the law of the Requested State. Where there is a claim from a
third Country, the Requested State shall represent the mlerests of the
Requesling State in seeking io refain the proceeds and or instrumentalities of
crime until a final determination by competent court in the Requesting State.,

ARTICLE 16
TRANSIT OF PERSONS IN CUSTODY

The Requested Siata may, subject to its domestic laws and praclises, authorize
the transit through its fertory of a person/witness held in custody, by the
Requesting Siate of a third Country, whose personal appearance has been
reguested by the Requesting State in a ciminal matter.

Where the aircraft, vessel or train by which the person is belng fransported lands
or calls or steps In the Requasted State, the custodial or escoring officers of the
Reguesiing State, or if applicable, the third Country thal s assisting the
Requesting Siate fo facilitate the transfer shall continue to be responsible for the
custody of the person being transporied while heishe is on transit to the
Reguesied State, unless otherwise agreed by the Requested State,




Without prejudice to Paragraph 2 and where the Requested State agrees. the
person/witness being transported may be kept temporariy in the custody of a

competent authorly of the Requesied State untl histher transportation
continued.

Whera tha transit andfor the person's transporialion is not confinued or has
excaaded prescribed time fimit of the reques!, the Requested State may direct

that the person/wiinass be transported in custedy to the State from which the
parson was first transportad.

ARTICLE 17
CONFIDENTIALITY
The Requested State shall ensure to;

(@) keep Information or evidence fumished or the source of such information
confidential pursuant to the request for assistance;

b} keep As contenis, supporfing documents and any aclion taken confidential
pursuant to the request;

{e) protect the information or evidence againsl loss, unautherized access,
madification, disclesura or misuse.

if the requesi pursuant to paragraph 1 of this Aricle cannot be exscuted without
breaching the confidentiality requiremant ar to the extent thal the evidence and
information is needed for ciminal matters to which the request, fhe Requested
State shall so inform the Requasting State prior to execufing the request and the
latter shall then determine whether the raquest shouid nevertheless be executed.

ARTICLE 18

LIMITATION OF USE
The Reguesting State shall undertake noi to disclose or use information or evidence

furnished for purposes other than those stated In the request, without the prior consent
of the Requested Stiate,

ARTIC
AUTHENTICATION

Cocuments, records or objects transmitted pursuant to this Treaty shall not requine any
form of authentication, except as specified in Aricle B8(3), or as required by the
Requesting Stale.




ARTICLE 20
EXPENSES

The Requestad State shall maat the cost of executing the request for assistanca,
axcapt that the Requesting State shall bear,

(2) the expenses associaled with conveying any person 10 or from the termitory
of the Requested State &t the request of the Requesting State, and any
expanses payable to that person while in the Requesting State pursuant 1o a
request under Articie 13 of this Treaty,

the expenses end fees of expers either in the Requesied State or the
Reguesting State,

(¢} the expenses of iranslation, interpretation and transcription: and

(d) the expenses associaled with the taking of evidence from the Reguested
State to the Requesting State via video, satelile or other technological
means,

If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an

extrasrdinary nature, the Contracting Btatas shall consult to determine the terms
and conditions under which the Requested assistance can be provided.,

TICLE 21
INTERNATIONAL OBLIGATIONS
This Treaty shall not affect the rights and obfigations of the Contracting States

concarmning mutual legal assistance in criminal matters pursuant to internationad
conventions or other amangeaments to which thay are a party.

ARTICLE 22
COMNSULTATION
The Contracling States shall consull each other, al imes mulually agreed to by them, to
promote the most effective implemantation of this Trealy. Beth Contracting States may

dlso agree on such practical measures as may be necessary to faclitate the
implemaniation of this Treaty.

ARTICLE 23
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation or appliication of (his Treaty shall be
seiled by consultation between the Contracting States through diplomatic channels.




TICLE 24
AMENDMENT

This Treaty may be amended at any time by mutual consent of the Contracting States.
Such an amendment shall enter inlo force by the same procedure as applicable for the
entry inlo force of this Treaty.

ARTICLE 25
FINAL PROVISIONS

The Contracting States shall notify each other aboul the compiefion of Their
respective domestic requiremeanis for the entry inte force of this Treaty. The Treaty
shall enter into force on the date of the receipt of the later notification.

Either Contracting State may lerminate this Treaty by giving a nofice in writing to
the other Conlracting State through diplomatic channsls al any fime, Termination
shall take effect after six months of the receipt of such notice. Termiration of this
Treaty shall not affect the legal assistance requests submitled prior lo the

termmation.

IN WITNESS WHEREOCF, the undersignad, baeing duly authorzed thereto by their
respective Governments, have signad this Treaty.

DOMNE at Mew Delnl on this twenty-fifth of January in the year of two thousand and
alaven, In two originals each, in the Indonesian, Hindl and English languages, all texts
being equally authantic. In casa of divergence of interpretation, tha English text shall
prevall,

/iekﬁﬁz,

IC OF INDONESIA FOR THE REPUBLIC OF INDIA




Salinan naskah resmi

Certifled True Copy
Nomor 1 035 /BK/TR/D3I2014/CTC
Number

Direklur Perjanjian Ekenomi dan Sosial Budaya

Kementerian Luar Neger Rapubiilk Indonasia
Director for Economic and Social Cultural Treaties

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indenesia

Tangagal ] Marat 2014
Date


Danardi
Rectangle


	MLA RI-India
	CTC MLA ri-india

